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Abstract. This study examines Indonesia's national interests in BRICS membership for the national economy in 

2023–2024. Indonesia has officially announced its readiness to join BRICS, which emphasizes the principles of 

free and active participation and a multipolar orientation in the global economy. This study aims to analyze how 

Indonesia's involvement in economic cooperation forums for developing countries such as BRICS can influence 

the direction of development and national economic interests, both in terms of opportunities and risks. This study 

uses a qualitative-descriptive approach using literature study and interviews. The theories used are Neoliberal 

Institutionalism, Regional Economic Integration, and National Interest as the basis for explaining Indonesia's 

involvement in international cooperation. The results show that Indonesia's membership in BRICS has the 

potential to expand access to development financing through the New Development Bank (NDB), strengthen trade 

and investment with BRICS member countries, and enhance leading sectors such as the manufacturing industry 

and agriculture, which have shown significant export increases, especially to BRICS member countries. However, 

there are risks that must be anticipated, such as the dominance of large countries in BRICS, the potential for new 

economic dependencies, and geopolitical friction with Western countries. BRICS membership can be an 

opportunity for Indonesia's national development if managed carefully, selectively, and with a focus on long-term 

interests. 
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Abstrak. Penelitian ini membahas kepentingan nasional Indonesia dalam keanggotaan BRICS terhadap ekonomi 

nasional pada tahun 2023–2024. Indonesia secara resmi mengumumkan kesiapannya untuk bergabung dengan 

BRICS yang menekankan prinsip bebas aktif serta orientasi multipolar dalam ekonomi dunia. Penelitian ini 

bertujuan untuk menganalisis bagaimana keterlibatan Indonesia dalam forum kerja sama ekonomi negara-negara 

berkembang seperti BRICS dapat mempengaruhi arah pembangunan dan kepentingan ekonomi nasional, baik dari 

sisi peluang maupun risiko. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan metode studi 

pustaka dan wawancara. Teori yang digunakan adalah teori Neoliberal Institusionalisme, Integrasi Ekonomi 

Regional dan National Interest sebagai dasar untuk menjelaskan keterlibatan Indonesia dalam kerja sama 

internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keanggotaan Indonesia dalam BRICS berpotensi memperluas 

akses terhadap pembiayaan pembangunan melalui New Development Bank (NDB), memperkuat perdagangan 

dan investasi dengan negara anggota BRICS, serta meningkatkan sektor-sektor unggulan seperti industri 

pengolahan dan pertanian menunjukkan peningkatan ekspor yang signifikan, terutama ke negara-negara anggota 

BRICS. Namun demikian, terdapat risiko yang harus diantisipasi, seperti dominasi negara besar dalam BRICS, 

potensi ketergantungan ekonomi baru, dan gesekan geopolitik dengan negara-negara Barat. Keanggotaan BRICS 

dapat menjadi peluang bagi pembangunan nasional Indonesia apabila dikelola secara cermat, selektif, dan 

berorientasi pada kepentingan jangka panjang. 

 

Kata kunci: BRICS; Ekonomi; Indonesia; Integrasi Ekonomi Regional; Kepentingan Nasional 

 

1. LATAR BELAKANG 

Perubahan konstelasi politik dan ekonomi global dalam beberapa terakhir ini 

menunjukkan pergeseran dari orientasi politik dan keamanan menujuk fokus pada bidang 

ekonomi. Pergeseran ini ditandai dengan melemahnya dominasi ekonomi negara-negara maju 

seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Uni Eropa, serta meningkatnya kontribusi negara-negara 

berkembang yang dikenal sebagai emerging economies. Salah satu kelompok yang paling 

menonjol adalah BRICS, yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan. 

Sejak pembentukannya, BRICS telah merepresentasikan hampir 37% Produk Domestik Bruto 
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(PDB) dunia dan lebih dari 40% populasi global, menjadikannya blok ekonomi dengan 

pengaruh yang signifikan terhadap tata kelola global.  

Keberadaan BRICS tidak hanya mencerminkan realitas ekonomi multipolar, tetapi juga 

menjadi simbol perlawanan terhadap dominasi institusi keuangan global yang selama ini 

didominasi Barat, seperti IMF dan Bank Dunia. BRICS mendorong agenda reformasi tata 

kelola ekonomi internasional yang lebih inklusif melalui pembentukan New Development Bank 

(NDB) sebagai alternatif pembiayaan pembangunan, serta Contingent Reserve Arrangement 

(CRA) untuk mengantisipasi ketidakpastian ekonomi global. Dengan prinsip saling 

menghormati kedaulatan dan kemitraan setara, BRICS semakin strategis dalam membentuk 

sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan. 

Dalam hal ini, Indonesia sebagai negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan 

anggota G20 memiliki kepentingan untuk memperluas jaringan kerja sama internasional. Pada 

2023, Indonesia menerima undangan resmi untuk bergabung dengan BRICS dan secara aktif 

menunjukkan minat melalui partisipasi dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS di 

Kazan, Rusia. Langkah ini dipandang sebagai upaya memperkuat kolaborasi multilateral, 

memperluas pasar ekspor, serta meningkatkan akses terhadap pendanaan pembangunan. 

Akhirnya, pada Januari 2025, Indonesia resmi diterima sebagai anggota penuh BRICS, 

menjadikannya negara pertama di Asia Tenggara yang bergabung dalam blok tersebut. 

Keputusan Indonesia untuk bergabung dengan BRICS memiliki landasan strategis. Dari 

sisi peluang, keanggotaan ini membuka akses terhadap pendanaan internasional melalui NDB, 

memperluas pasar ekspor non-tradisional, serta meningkatkan posisi tawar dalam perundingan 

ekonomi global. Diversifikasi mitra dagang melalui BRICS juga dapat mengurangi 

ketergantungan terhadap pasar tradisional seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa, yang dalam 

beberapa tahun terakhir kerap diwarnai ketegangan perdagangan, terutama terkait kebijakan 

ekspor Indonesia. Dengan bergabung ke BRICS, Indonesia berpotensi memperkuat kerja sama 

investasi, memperluas jaringan perdagangan, serta mendukung agenda pembangunan nasional 

jangka panjang. 

Namun demikian, keanggotaan ini juga tidak terlepas dari tantangan. Ketergantungan 

ekonomi yang berlebihan terhadap sesama anggota BRICS, khususnya Tiongkok, dapat 

menciptakan pola ketergantungan baru yang berisiko mengurangi otonomi ekonomi nasional. 

Selain itu, dominasi negara besar dalam pengambilan keputusan berpotensi menempatkan 

Indonesia pada posisi yang kurang menguntungkan. Persaingan intra-BRICS dalam sektor 

strategis, serta tekanan untuk menyesuaikan kebijakan domestik dengan agenda kolektif, juga 

menjadi isu yang perlu diantisipasi. Lebih jauh, keanggotaan Indonesia dalam BRICS 
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berpotensi memicu gesekan dengan negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat, yang 

selama ini merupakan salah satu mitra dagang utama Indonesia. Hal ini terbukti dengan 

meningkatnya ketegangan perdagangan pasca pengumuman keanggotaan Indonesia di BRICS, 

termasuk kebijakan proteksionis yang diberlakukan terhadap produk ekspor Indonesia. 

Indonesia juga sedang dalam proses aksesi menuju keanggotaan Organization for 

Economic Cooperation and Development (OECD), sebuah forum ekonomi negara-negara 

maju. Keanggotaan ganda ini menimbulkan potensi dilema geopolitik dan ekonomi, karena 

BRICS dan OECD merepresentasikan kepentingan yang berbeda. OECD menekankan standar 

tata kelola ekonomi yang diadopsi negara maju, sedangkan BRICS menawarkan alternatif kerja 

sama yang lebih inklusif bagi negara berkembang. Dengan demikian, strategi Indonesia dalam 

menyeimbangkan posisi di antara dua blok ekonomi besar menjadi sangat krusial agar tidak 

menimbulkan konflik kepentingan. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 

kepentingan nasional Indonesia dalam keanggotaan BRICS pada periode 2023–2024. Analisis 

dilakukan dengan pendekatan kualitatif-deskriptif melalui studi pustaka dan wawancara, serta 

menggunakan teori Neoliberal Institusionalisme, Integrasi Ekonomi Regional, dan 

Kepentingan Nasional sebagai landasan konseptual. Hasil penelitian diharapkan dapat 

memberikan kontribusi teoritis terhadap kajian hubungan internasional sekaligus menawarkan 

masukan praktis bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi ekonomi yang relevan, 

responsif, dan berkelanjutan. Dengan demikian, keanggotaan Indonesia dalam BRICS tidak 

hanya menjadi simbol partisipasi dalam blok ekonomi baru, tetapi juga instrumen nyata untuk 

memperkuat pembangunan ekonomi nasional. 

 

2. KAJIAN TEORITIS 

Kajian mengenai BRICS dan implikasinya terhadap ekonomi nasional telah banyak 

dilakukan, baik oleh peneliti internasional maupun domestik. Nizar Umar dan Dinda 

Ayuningtyas meneliti keanggotaan Arab Saudi dalam BRICS terhadap implementasi Vision 

2030 dan menemukan bahwa keanggotaan tersebut memberikan dampak positif melalui 

peningkatan investasi asing langsung (FDI) di sektor strategis (Umar & Ayuningtyas, 2022). 

Relevansi penelitian ini terletak pada analisis bagaimana BRICS mampu mendukung agenda 

pembangunan nasional sebuah negara, meskipun fokusnya berbeda dengan Indonesia. 

Franciscus Budi Iskandar mengkaji implikasi pembentukan mata uang BRICS terhadap 

kedaulatan ekonomi Indonesia. Ia menyimpulkan bahwa keberadaan mata uang bersama 

BRICS berpotensi mengurangi ketergantungan pada dolar AS dan mendukung stabilitas nilai 
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tukar rupiah (Iskandar, 2023). Penelitian ini menyoroti aspek moneter, sementara penelitian ini 

lebih menekankan pada aspek perdagangan, investasi, dan kepentingan ekonomi nasional 

Indonesia secara keseluruhan. 

Penelitian oleh Eko Nordiansyah mengenai dampak keanggotaan Afrika Selatan dalam 

BRICS periode 2011–2023 menunjukkan adanya peningkatan aktivitas perdagangan dan 

investasi dengan negara anggota lain yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi 

(Nordiansyah, 2023). Temuan ini relevan dengan penelitian ini karena memberikan 

pembanding empiris tentang dampak keanggotaan BRICS terhadap negara berkembang lain. 

Selain itu, studi oleh Muhammad Wilda Nurifqi et al. menekankan bahwa BRICS 

memiliki peran substansial dalam mengubah pola perdagangan internasional serta mendorong 

reformasi lembaga keuangan global (Nurifqi et al., 2022). Sementara itu, Elayne Selma Ashara 

et al. menganalisis dampak kerja sama BRICS terhadap dominasi dolar AS dan menemukan 

bahwa meningkatnya penggunaan mata uang lokal dalam transaksi internasional menjadi 

indikasi pergeseran signifikan dalam sistem keuangan global (Ashara et al., 2022). 

Di sisi lain, penelitian Alia Rahmatulummah et al. membandingkan peluang ekonomi 

Indonesia melalui OECD dan BRICS. Mereka menilai bahwa OECD memberikan standar tata 

kelola ekonomi yang lebih tinggi, sementara BRICS menawarkan forum kerja sama yang lebih 

inklusif bagi negara berkembang (Rahmatulummah et al., 2023). Penelitian ini relevan karena 

menyoroti dilema strategis Indonesia dalam menyeimbangkan posisi antara dua blok ekonomi 

besar. 

Neoliberal Institusionalisme 

Teori Neoliberal Institusionalisme yang dikembangkan oleh Robert Keohane dan Joseph 

Nye berargumen bahwa kerja sama antarnegara dapat difasilitasi oleh institusi internasional. 

Institusi tersebut berperan dalam menciptakan aturan, norma, dan mekanisme yang 

memungkinkan tercapainya absolute gain atau keuntungan absolut bagi setiap negara anggota 

(Keohane, 1984). Dalam konteks BRICS, teori ini menjelaskan bagaimana organisasi tersebut 

menyediakan platform bagi negara anggota untuk memperkuat kerja sama ekonomi, 

mengurangi ketidakpastian, serta meningkatkan kepastian hukum dalam hubungan 

internasional. Indonesia, dengan bergabung ke BRICS, berpotensi memperoleh keuntungan 

absolut berupa akses pembiayaan pembangunan melalui New Development Bank (NDB), 

peningkatan ekspor, serta diversifikasi mitra dagang. Neoliberal Institusionalisme menekankan 

bahwa kerja sama multilateral ini bukan sekadar hasil kebetulan, tetapi didorong oleh 

kepentingan bersama dalam menghadapi tantangan global. 
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Integrasi Ekonomi Regional 

Teori Integrasi Ekonomi Regional yang dikemukakan oleh Bela Balassa (1961) 

menekankan tahapan-tahapan integrasi mulai dari zona perdagangan bebas hingga integrasi 

ekonomi penuh. Integrasi ini memungkinkan terciptanya pasar yang lebih luas, peningkatan 

daya saing, serta posisi tawar kolektif dalam sistem perdagangan global. Dalam BRICS, 

meskipun bukan organisasi regional dalam arti geografis, mekanisme kerja samanya dapat 

dianalisis melalui kerangka integrasi ekonomi. BRICS mendorong harmonisasi kebijakan 

ekonomi, penghapusan hambatan perdagangan, dan koordinasi investasi antarnegara anggota. 

Bagi Indonesia, integrasi ini membuka peluang diversifikasi pasar ekspor dan peningkatan 

investasi, sekaligus memberikan tantangan berupa potensi ketimpangan struktural dan risiko 

ketergantungan pada negara dominan seperti Tiongkok. 

Kepentingan Nasional (National Interest) 

Konsep kepentingan nasional merupakan pilar utama dalam studi hubungan 

internasional. Hans Morgenthau (1948) mendefinisikan kepentingan nasional dalam bentuk 

kekuasaan, yang mencakup keamanan, stabilitas, dan kesejahteraan ekonomi. Kepentingan 

nasional dapat dikategorikan menjadi kepentingan vital, seperti kedaulatan dan stabilitas 

ekonomi, serta kepentingan sekunder, seperti kerja sama perdagangan atau diplomasi 

multilateral (Sudarsono, 2018). Keputusan Indonesia untuk bergabung dengan BRICS dapat 

dipahami melalui lensa kepentingan nasional. Dari sisi vital, Indonesia ingin memperkuat 

stabilitas ekonomi melalui diversifikasi mitra dagang dan akses pendanaan alternatif. Dari sisi 

sekunder, keanggotaan ini diharapkan meningkatkan posisi tawar Indonesia dalam forum 

ekonomi global. Namun, kepentingan nasional juga menuntut agar risiko geopolitik dan 

potensi konflik dagang dengan negara-negara Barat tetap diperhitungkan secara strategis. 

 

3. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan tujuan untuk 

menganalisis kepentingan nasional Indonesia dalam keanggotaan BRICS terhadap ekonomi 

nasional pada periode 2023–2024. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan 

pemahaman yang mendalam mengenai fenomena yang diteliti, serta memungkinkan peneliti 

untuk menggali peluang, tantangan, dan implikasi dari kebijakan keanggotaan Indonesia di 

BRICS. Data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh 

melalui wawancara semi-terstruktur dengan pejabat Kementerian Luar Negeri, Kementerian 

Perdagangan, serta pakar ekonomi yang memiliki kompetensi di bidang kerja sama 

internasional. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi pustaka terhadap berbagai 
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sumber seperti buku, jurnal ilmiah, laporan resmi BRICS, dokumen pemerintah, serta 

pemberitaan media nasional maupun internasional. Pengumpulan data dilakukan dengan 

metode dokumentasi, studi literatur, dan wawancara. Data yang terkumpul kemudian dianalisis 

menggunakan model analisis interaktif yang meliputi tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, 

penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Proses analisis ini memungkinkan peneliti untuk 

mengidentifikasi pola, membandingkan temuan, dan menarik implikasi yang relevan dengan 

kepentingan ekonomi Indonesia dalam BRICS. Dengan demikian, metode penelitian ini 

diharapkan mampu menghasilkan analisis yang komprehensif serta memberikan gambaran 

yang jelas mengenai posisi strategis Indonesia dalam kerja sama ekonomi global. 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keanggotaan Indonesia dalam BRICS membawa 

potensi yang signifikan bagi perekonomian nasional, khususnya dalam hal akses pendanaan, 

perluasan pasar ekspor, serta penguatan kerja sama investasi. Melalui keanggotaannya, 

Indonesia memperoleh peluang untuk memanfaatkan fasilitas New Development Bank(NDB) 

yang dapat mendukung pembiayaan infrastruktur dan pembangunan berkelanjutan. Akses 

terhadap pendanaan alternatif ini dipandang penting bagi Indonesia untuk mengurangi 

ketergantungan pada lembaga keuangan global yang didominasi Barat seperti Bank Dunia dan 

IMF. Selain itu, BRICS juga menawarkan potensi penguatan perdagangan dengan negara-

negara anggota, di mana tren ekspor Indonesia menunjukkan peningkatan terutama pada sektor 

pertanian dan industri pengolahan ke pasar negara-negara BRICS. 

Temuan penelitian juga memperlihatkan adanya peluang dalam diversifikasi mitra 

dagang. Selama ini, perdagangan Indonesia masih sangat bergantung pada pasar tradisional 

seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa. Dengan menjadi anggota BRICS, Indonesia dapat 

memperluas jaringan pasar non-tradisional, termasuk negara-negara Timur Tengah dan Afrika 

yang juga semakin terintegrasi dalam kerja sama BRICS. Diversifikasi ini penting untuk 

memperkuat daya tahan ekonomi nasional terhadap tekanan eksternal, khususnya dalam 

menghadapi kebijakan proteksionis negara-negara maju. Di samping peluang, penelitian ini 

menemukan sejumlah tantangan yang perlu diantisipasi. Pertama, dominasi negara besar 

seperti Tiongkok dan Rusia dalam struktur BRICS menimbulkan kekhawatiran mengenai 

ketimpangan kepentingan dan potensi ketergantungan ekonomi baru. Kedua, terdapat risiko 

persaingan intra-BRICS dalam sektor-sektor strategis, misalnya di bidang industri manufaktur, 

energi, dan teknologi, yang berpotensi menekan daya saing produk Indonesia di pasar global. 

Ketiga, dinamika geopolitik juga menjadi tantangan serius, karena keanggotaan Indonesia 
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dalam BRICS berpotensi memicu gesekan dengan Amerika Serikat. Hal ini terlihat dari 

meningkatnya tensi perdagangan, termasuk kebijakan tarif impor yang diberlakukan terhadap 

sejumlah produk Indonesia pasca pengumuman keanggotaan penuh. 

Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa keanggotaan Indonesia dalam BRICS juga 

memunculkan dilema strategis terkait proses aksesi menuju Organization for Economic 

Cooperation and Development (OECD). Di satu sisi, OECD menawarkan reputasi dan standar 

tata kelola ekonomi yang lebih tinggi. Namun, keterlibatan aktif Indonesia dalam BRICS dapat 

dipersepsikan sebagai bentuk keberpihakan pada blok negara berkembang yang memiliki 

agenda berbeda dengan OECD. Kondisi ini menuntut strategi diplomasi yang hati-hati agar 

Indonesia tetap dapat memanfaatkan peluang dari kedua organisasi internasional tanpa terjebak 

dalam konflik kepentingan. 

Hasil penelitian menegaskan bahwa keanggotaan Indonesia dalam BRICS merupakan 

langkah strategis yang dapat memperkuat posisi ekonomi nasional di tingkat global. Namun, 

manfaat dari keanggotaan ini hanya dapat dirasakan apabila pemerintah mampu mengelola 

peluang dan risiko secara seimbang melalui kebijakan ekonomi yang adaptif, selektif, dan 

berorientasi pada kepentingan nasional jangka panjang. 

 

5. KESIMPULAN DAN SARAN 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa keanggotaan Indonesia dalam BRICS pada periode 

2023–2024 memiliki implikasi terhadap ekonomi nasional. Dari sisi peluang, Indonesia 

memperoleh akses pembiayaan pembangunan melalui New Development Bank, memperluas 

pasar ekspor non-tradisional, meningkatkan aliran investasi, serta memperkuat posisi tawar 

dalam tata kelola ekonomi global. Diversifikasi mitra dagang melalui BRICS juga dinilai 

mampu mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap pasar tradisional di Amerika Serikat 

dan Uni Eropa, sehingga memperkuat daya tahan ekonomi nasional terhadap gejolak eksternal. 

Namun, penelitian ini juga menemukan adanya sejumlah risiko atau tantangan yang tidak 

dapat diabaikan. Dominasi negara besar seperti Tiongkok dan Rusia menimbulkan potensi 

ketimpangan dalam pengambilan keputusan, sementara persaingan intra-BRICS dalam sektor 

strategis dapat melemahkan daya saing Indonesia. Selain itu, keanggotaan Indonesia di BRICS 

menimbulkan gesekan dengan negara-negara Barat, khususnya Amerika Serikat, yang 

tercermin dalam meningkatnya tensi perdagangan. Di sisi lain, keikutsertaan Indonesia dalam 

BRICS juga menimbulkan dilema strategis terhadap aksesi menuju OECD, mengingat 

perbedaan orientasi kebijakan ekonomi antara kedua forum internasional tersebut. 
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Dengan demikian, keanggotaan Indonesia dalam BRICS dapat memberikan manfaat 

yang besar apabila dikelola melalui kebijakan yang adaptif, selektif, dan berorientasi pada 

kepentingan nasional jangka panjang. Pemerintah perlu menyeimbangkan strategi ekonomi dan 

diplomasi agar Indonesia mampu mengoptimalkan peluang dari BRICS tanpa mengorbankan 

hubungan dengan mitra dagang tradisional maupun menghambat proses aksesi menuju OECD. 

Kesimpulan ini menegaskan bahwa keanggotaan Indonesia dalam BRICS bukan hanya simbol 

keterlibatan global, tetapi juga instrumen strategis untuk memperkuat pembangunan ekonomi 

nasional apabila dikelola dengan tepat. 

 

BATASAN & PENELITIAN LEBIH LANJUT 

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Analisis yang dilakukan masih bersifat 

deskriptif sehingga belum mampu memberikan gambaran kuantitatif yang mendalam 

mengenai dampak keanggotaan Indonesia dalam BRICS terhadap perekonomian nasional. 

Selain itu, penelitian lebih banyak menggunakan data sekunder sehingga hasilnya cenderung 

interpretatif. 

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan menggunakan pendekatan kuantitatif agar dapat 

mengukur secara lebih jelas pengaruh keanggotaan Indonesia terhadap indikator ekonomi 

tertentu, seperti perdagangan, investasi, dan pertumbuhan ekonomi. Kajian mendatang juga 

dapat memperluas ruang lingkup analisis, misalnya dengan membandingkan pengalaman 

Indonesia dengan negara anggota BRICS lain atau dengan menambahkan aspek politik dan 

keamanan sebagai variabel yang relevan. 
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